PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR o¢ TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang - a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 81 Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, sejalan.dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
maka barang milik daerah periu dikelola secara tertib agar dapat
dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

¢. bahwa datam rangka tertib administrasi dan pemanfaatan barang
milik daerah secara optimal, perlu dilakukan penataan
administrasi pengelolaannya; =

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagazmana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu di atur dan di tetapkan
dengan Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang
Penjualan Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri (Lembaran
Negara RI Tahun 1958);

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1860 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043}); :

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara Rl (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4288);

4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neégara Rl Tahun
2004 Nomor5s3, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4389),
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor, 125, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana teiah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Rl Noemor 4548),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 1 Tahuri™ 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4877);
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjuatan
Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara {Lembaran Negara Rl
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomeor
2967);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah
Negara {Lembaran Negara Ri Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3573) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran
Negara Rl Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
RiI Nomor 4515);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
(Lembaran Negara Rl Tahun 1898 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3643),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara R! Tahun 2005 Nomor
49, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah ( Lembaran Negara R| Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 4609);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembardn Negara R! Nomor
4737),

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri, '

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman




Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah keenam kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nemor 85 Tahun 2008; :

18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan
dan Materiil Daerah;

19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

20 Keputusan Menteri Dalam Negeri 12 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerzah;

21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

23 Peraturan Menteri Dalam Negefi Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang;

35 Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat
Lawang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM N

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kabupaten Empat Lawang, yang dimaksud dengan - -

1.
2.
3.
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Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang; _

Pemerintah Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang,

Kabupaten adatah Kabupaten Empat Lawang;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupten Empat Lawang;, -

Asisten Bidang Administrasi adalah Asisten Bidang Administrasi Sekretariat Daerah
Kabupten Empat Lawang; L

Kepata SKPD Pengelola Barang Milik Daerah adalah Kepata SKPD-yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah; :
Satuari Kerja Perangkat Daerah, yang selanjuinya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Barang, terdiri dari L.embaga
Teknis, Dinas, Bagian pada Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Sekretariat
DPRD dan Satuan Polisi Pamong Praja.
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Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa Program
kecuali Bagian pada Sekretariat Daerah;

Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang,;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang;

Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh lainnya yang
sah; :

Pengelola Barang adalah Pejabat yang Berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan Pengelolaan Barang Daerah;
Pembantu Pengelola Barang adalah Pejabat yang ditunjuk Kepala Daerah untuk
membantu menjalankan wewenang dan tanggung jawab Pengelola Barang;

Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang kewenangan pengunaan barang daerah;
Kuasa Pengguna Barang adalah Pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya;

Penyimpan Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan,
dan mengeluarkan barang inventaris disetiap SKPD;

Pengurus Barang adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang milik
daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap SKPD / Unit Kerja;

Perencanaan kebutuhan adatah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik
daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaaan
yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan
kebutuhan yang akan datang; '

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah
dan jasa;

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan /pengiriman barang dari gudang atau
tempat tain yang ditunjuk ke SKPD / Unit Kerja pemakaty,

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik
daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna .
dan berhasil guna;

Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan barang
milik daerah daltam bentuk fisik, administratif, pengangsuransian dan tindakan upaya
hukum; .

Penggunaan adaleh kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan fugas pokok dan
fungsi SKPD yang bersangkutan;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa , pinjam pakai,
kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak
mengubah status kepemilikan; .

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai;

Pinjam pakai adalah penyerahaan pengunaan barang aritara pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka wakiu tersebut berakhir diserahkan kembatli
kepada pengeloia barang;

Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka wakiu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan / pendapataan
daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
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Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daeraly berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka wakiu tertentu yang
telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beseria bangunan dan /
atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhimya jangka wakiu;

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain,
dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang — kurangnya dengan
bentuk barang seimbang,

Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan barang mifik daerah yang dilakukan
antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau
antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan ‘menerima penggantian dalam
hentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang,

Hibah adalah pengafihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepemerintah
pusat antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa
memperoleh penggantian; . -
Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan
Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya;

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak
lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan
sebagai modal Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;

Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dar daftar barang
dengan menerbitkan surat keputusan dan pejabat yang berwenang untuk
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengeloia dari tanggung
jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dédlam penguasaannya,

Rumah Dinas Daerah adalah rumah dinas yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah
Daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipit Pemerintah
Kabupaten Empat Lawang;

Strandarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, ruman dinas, kendaraan dinas
dan lain-lain barang yang memeriukan standarisasi;

Standarisasi harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi
dan kuatitas dalam 1 (satu) periode tertentu.

BAB Il

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 2

Barang milik daerah meliputi :

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;

b. barang yang berasal dari perolehan {ainnya yang sah.

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ( satu ) huruf b meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
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barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak;
barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang—undang; atau
barang vyang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan  yang
memperoleh kekuatan hukum iétap. _

oo

BAB I
ASAS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas |
fungsional,

kepastian hukum,

transparansi,

efisiensi;

akuntabilitas; dan

kepastian nilai.
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BAB IV
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN BARANG
MlLIK DAERAH
Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaaan barang milik daerah, meliputi:
perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
pengadaan,

penerimaan, penyimpanan dan penyaiuran;
penggunaan;

penatausahaan;

pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian;

pengahapusan;

pemindahtanganan,

pembinaan, pengawasaan dan pengendalian;
. pembiayaan; dan

m. tuntuan ganti rugi.
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_ BAB V
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal

(1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah beswenang
dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah; _

(2)

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana
di maksud pada ayat (1) berwenang: .

a.
b.
c.

d.

menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah,;

menetapkan standar kebutuhan, standar barang dan standar satuan harga;
menetapkan pengadaan barang / jasa Pamerintah Kabupaten Empat Lawang yang
bersifat khusus dan menganut asas keseragaman,

menetapkan penggunaan tanah dan/atau bangunan uniuk meyelenggarakan
tugas dan fungsi SKPD;

menetapkan status kepemilikan tanah dan bangunan yang dikuasai daerah;
menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan;

menetapkan formula besaran tarif sewa barang daerah;

mengajukan usul penjualan barang milik daerah kepada DPRD sepanjang
penjualan barang mitik daerah dimaksud harus memperoleh persetujuan DPRD;
menyetujui penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan serta
selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai tebih dari Rp.5.000.000.000,-(lima
milyar rupiah) setelah mendapatkan persetujuan DPRD; .

menyetujui usul penjualan barang milik daerah sepanjang penjualan barang milik
daerah dimaksud tidak memeriukan persetujuan DPRD;

menetapkan panitia peletangan/ penjualan barang milik daerah;

meneliti, mengkaji dan mengajukan usul tukar menukar atau hibah atas barang
milik daerah kepada DPRD sepanjang tukar menukar dan/atau hibah barang milik
daerah dimaksud harus memperoleh persetujuan DPRD;

menetapkan barang milik daerah yang akan dipertukarkan atau dihibahkan setelah
mendapat persetujuan DPRD sepanjang tukar menukar atau hibah atas barang
milik daerah dimaksud memerlukan persetujuan DPRD;

menyetujui usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah sepanjang
tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah dimaksud tidak memeriukan
persetujuan DPRD; -

meneliti dan mengkaji usul penyertaan modal Pemerintah Kabupaten atas barang
milik daerah;

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
setelah memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kabupaten;

menyetujui usul pemusnahan barang milik daerah yang. diajukan oleh
pengelolaBarang,

menetapkan penghapusan barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dari
Daftar Barang Milik Daerah;

menyetujui usul penghapusan barang milik daerah selain tanah dan bangunan dari
daftar barang milik daerah;
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Y.

menetapkan tim pemanfaatan barang milik daerah, i
menetapkan tim pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah;
menetapkan panitia Penaksir Harga Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah serta pencatatan datam
neraca daerah; :

menetapkan hasil taksiran harga tanah dan/atau bangunan dari panitia penaksir
Harga Tanah dan/atau Bangunan; i

menetapkan Tim Pemutakhiran Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah
( SIMBADA ); )

menetapkan kebijakan pengamanan barang daerah; '

(3) Kabupaten Empat Lawang dalam rangka pelaksanaan pengelolaan barang milik
daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh : '

4

a.
h.

~o 00

sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

pembantu Pengeiola Barang adalah Kepala SKPD sebagaimana yang telah diatur
dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
kepala SKPD selaku Pengguna Barang;

kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang;

penyimpan Barang,

pengurus Barang;

Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab:

a.

b.

C.

menyampaikan konsep Keputusan Bupati Kabupaten Empat Lawang tentang
standar kebutuhan, standar barang dan standar satuan harga kepada Bupatj;
meneliti dan menyetujui Rencana Kebutuhan Barang SKPD (RKB-SKPD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaaan Barang SKPD (RKPB-SKPD};

mengajukan usul pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
yang bersifat khusus dan menganut sifat keseragaman kepada Bupati Kabupaten
Empat Lawang; .

meneliti laporan penerimaan barang milik daerah dan usul penggunaannya dari
Pengguna Barang; _
menyampaikan usul penggunaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaanya,

menyampaikan usul penetapan status kepemilikan tanah dan bangunan yang
dikuasai daerah kepada Bupati;

mengajukan usul pemanfaatan barang milik daerah kepada Bupati;

mengajukan usul penetapan formula besaran tarif sewa barang dasrah kepada
Bupati,

menyetujul besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dalam rangka
kerjasama pemanfaatan dari hasil perhitungan tim pemanfaatan barang daerah;
menyetujui besaran kontribusi daiam rangka Bangunan Serah Guna (BSG) dari
hasil perhitungan tim pemanfaatan barang daerah,;

menetapkan keputusan tentang persetujuan atas pemanfaatan barang milik daerah
dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan yang telah disetujui Bupat, yang
terdiri dari:

1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna,

2) selain tanah dan/atau bangunan,

melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah yang telah disetujui Bupati;
meneliti dan mengkaji usul dan penjualan barang milik daerah dari pengguna
barang serta mengajukan kepada Bupati; menetapkan keputusan tentang

Vo s e b e e . FERETC NN IE Yo

..........




<g e

€

ad.

bb.

dd.

gg-
hh.

persetujuan atas penjualan barang milik daerah yang telah disetujui Bupati atau
DPRD sesuai kewenangannya,

melaksanakan penjualan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

meneliti dan mengkaji usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah
sepanjang tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah dimaksud tidak
memerlukan persetujuan DPRD;

mengajukan usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah kepada
Bupati;

melaksanakan tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sepanjang tukar menukar
atau hibah atas barang milik daerah dimaksud harus memperoleh persetujuan
DPRD;

mengajukan usul penyertaan modal Pemerintah Daerah disertai Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Moda! Pemerintah Kabupaten kepada
Bupati;

melaksanakan Penyertaan Modai Pemerintah Kabupaten;

menetiti usul pemusnahan barang milik daerah dari pengguna barang;

mengajukan usuk pemusnahan barang milik daerah kepada Bupati;

menetapkan keputusan tentang persetujuan atas pemusnahan barang milik daerah
yang telah disetujui Bupati;

meneliti dan menyefujui usul penghapusan barang-milik daerah dari daftar barang
pengguna barang, '

menetapkan keputusan tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar
barang milik dagrah setelah mendapat persefujuan Bupati;

melaksanakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik daerah;
mengajukan usutan panitia penaksir harga tanah dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik daerah serta pencatatan dalam
neraca daerah kepada Bupati;

menetapkan tim pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan,

menetapkan tim pemindahtanganan dan pemusnahan barang milik daerah selain
tanah danfatau bangunan,

_menetapkan panitia penaksir harga barang millk daerah selain tanah dan/atau

bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik
daerah serta pencatatan dalam neraca daerah; o .

menetapkan hasil taksiran harga barang milik daerah selain tanah dan/atau
bangunan daiam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan barang milik

daerah serta pencatatan dalam neraca daerah;

. menetapkan pejabat Penyimpan Barang dan Pengurus Barang, '

menetapkan tim sensus barang miiik daerah dalam rangka penutakhiran data
barang milik daerah;

meanyimpan bukti kepemilikan barang Daerah;

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang
daerah;

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan sensus barang
daerah;
mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian
atas pengelolaan barang daerah.
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(5) Asisten Bidang Administrasi selaku Pembantu Pengelola Barang berwenang dan
bertanggung jawab mengkoordinasikan petaksanaan wewenang dan tanggungjawab
Pengelola Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

(6) Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerah selaku Pembantu Pengelolaan Barang
berwenang dan bertanggungjawab :

a. mengurus sertifikat tanah milik/dikuasai daerah;

h. menyiapkan dan menyampaikan usul penetapan .bukti kepemilikan tanah dan
bangunan milik dan/atau yang dikuasai daerah kepada Pengelola Barang;

¢. menyiapkan dan menyampaikan usul pemanfaatan barang milik daerah berupa
tanah darvatau bangunan beserta fasilitas pendukungnya kepada Pengelola
Barang; _

d. menyiapkan dan menyampaikan konsep penetapan formula besaran tarif sewa
barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang;

e. menyiapkan dan menyampaikan konsep besaran kontribusi dan pembagian
keuntungan dalam rangka kerjasama pemanfaatan barang daerah kepada
Pengelola Barang;

f. menyiapkan dan menyampaikan konsep besaran kontribusi daiam rangka Bangun
Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) kepada Pengeiola Barang;

g. menyiapkan dan menyampaikan konsep kepulusan tentang persetujuan atas
pemanfaatan barang milk daerah dalam bentuk sewa atau kefjasama
pemanfaatan berupa tanah dan/atau banguna beserta fasilitas pendukungnya yangd
telah disetujui Bupati kepada Pengeloia Barang; .

h. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan pinjam pakai berupa tanah
dan/atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya yang telah ditetapkan Bupati
kepada Pengelola Barang;

i. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan sewa dan Kkerjasama
pemanfaatan tanah dan/atau bengunan beserta fasilitas pendukungnya yang telah
diserahkan pengguna dan telah disetujui Bupati kepada Pengelola Barang;

j. menyiapkan dan menyampaikan konsep dan pelaksanaan Bangunan Guna Serah/
Bangunan Serah Guna yang telah disetujui Bupati kepada Pengelola Barang;

k. menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penelitian dan
pengkajian usul penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan
beserta fasilitas pendukungnya dar pengguna barang kepada Pengelola Barang;

[. menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan atas
penjualan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas
pendukungnya yang telah disetujui Bupati kepada Pengelola Barang;

m. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan penjuaian barang milik
daerah berupa tanah dan/atau banguna beserta fasilitas pendukungnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pengelola
Barang;

n. menyiapkan dan menyampaikan usul tukar menukar atau hibah atas barang milik
daerah berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas pendukungnya kepada
Pengelola Barang; .

0. menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan tukar menukar atau hibah
atas barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan beserta fasilitas
pendukungnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada
Pengelola Barang;
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ad.

bb.

CcC.

dd.

e,

9g.

hh.

menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang Panitia Penaksir harga
tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan
barang milik daerah serta pencatatan dalam neraca daerah kepada Pengelola
Barang; ;

menyiapkan dan menyimpan dan mengamankan bukti asli kepemilikan barang
milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan; ' :

menyiapkan pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan pengawasan, pengamanan,
dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah berupa tanah dan/atau
bangunan; Y

menyusun dan menyampaikan konsep keputusan tentang standar barang, standar
kebutuhan, dan standar satuan harga kepada Pengelola Barang;

menyampaikan kajian Rencana Kebutuhan Barang SKPD (RKB-SKPD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD (RKPB-SKPD) kepada
Pengelola Barang,

menyusun Rencana Kebutuhan Barang milik daerah (RKBD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang milik daerah (RKPBD},

menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBD) dan Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang Milik daerah (DKPBD);

menyiapkan dan menyampaikan konsep usulan tentang usut tentang jenis barang
umum/khusus dalam pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaan kepada
pengelola Barang;

melaksanakan pengadaan barang dan pemeliharaan barang yang bersifat umum, -
menyiapkan konsep keputusan tentang penetapan Pejabat Penyimpan Barang dan
Pengurus Barang untuk ditetapkan oleh Pengelola Barang, -

mengkaji dan mengolah laporan penerimaan barang milik daerah dan usul
penggunaannya dari Pengguna Barang yang hasiinya disampaikan kepada
Pengeiola Barang,

menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang penetapan status
penggunaan barang milik daerah kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan oleh
Bupati; : -

menyiapkan dan menyampaikan usul pemanfaatan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang;

menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan atas
pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa atau kerjasama
pemanfaatan selain tanah dar/atau bangunan yang teleh disetujui Bupati kepada
Pengelola Barang; _ v

menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan pinjam pakai selain tanah
dan/atau bangunan yang telah ditetapkan Bupati kepada Pengelola Barang,
menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penelitian dan
pengkajian usul penjualan barang milik daerah sefain tanah dan/atau bangunan
dari pengguna Barang kepada Pengelola Barang, ’

menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan atas
penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang telah disetujui
Bupati/DPRD kepada Pengelola Barang;

menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan penjualan barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan kepada Pengelota Barang;

menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk peneiitian dan
pengkajian usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah selain tanah

Ce
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dan/atau bangunan yang bemilai sampai dengan Rp.5.000.000.000.( lima miliyar
rupiah) kepada Pengelola Barang; !

menyiapkan dan menyampaikan usul tukar menukar atau hibah atas barang milik
daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai lebih dari Rp.5.000.000.000,
{lima miliyar rupiah) kepada Pengelola Barang;

menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan tukar menukar atau hibah
atas barang milik daerah selain tanah.dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari
Rp.5.000.000.000 { lima milliyar rupiah )} sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan kepada Pengelola Barang ; b

menyiapkan dan menyampaikan usul penyeriaan modal daerah dan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pengelola Barang;
Menyiapkan dan menyampaikan konsep pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah
kepada Pengelola Barang;

menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan untuk penellitian usul
pemusnahan barang milik daerah dari Pengguna Barang kepada Pengelola
Barang;

meneliti usul pemusnahan barang milik daerah dan Pengunaan Barang ,
menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang persetujuan atas
pemusnahan barang mitik daerah kepada pengelola Barang;

menyiapkan dan menyampaikan usul pemusnahan barang milik daerah kepada
Pengelola Barang; o

menyiapkan dan menyampaikan bahan pertimbangan dan usul penghapusan
barang milik daerah dari daftar barang pengguna yang diajukan oleh pengguna
barang kepada Pengelola Barang;

menyampaikan persetujuan Bupati tentang penghapusan barang milik daerah dari
daftar barang penguna kepada Pengelola Barang;

menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan tentang penghapusan barang
milik daerah dari daftar barang daerah kepada Pengelola Barang;

menyiapkan dan menyampaikan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
dari daftar barang daerah kepada Pengelola Barang; :

menyimpan dan mengamankan bukti asli kepemilikan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan; '
menyampaikan konsep keputusan tentang Panitia Penaksir Barang milik daerah
selain tanah dan bangunan dalam rangka pemanfaatan, pemindahtangganan
barang milik daerah serta pencatatan dalam neraca daerah kepada pengelola
barang untuk ditetapkan oleh Pengeloia Barang; - o

menyiapkan dan menyampaikan konsep keputusan fentang penetapan hasil
penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalfam rangka
pemanfaatan atau dalam neraca daerah kepada Pengelola Barang; |

. melaksanakan inventarisasi dan sensus barang milik daerah dengan melibatkan

SKPD;,

menyiapakan pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan pengawasan,
pengamanan, dan pengendalian atas pengelolaan barang daerah selain tanah dan
bangunan;

menyiapkan dan menyampaikan bahan penyusunan sistem dan produser
pengelolaan barang daerah kepada Pangelola Barang.
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(7) Kepala SKPD selaku Pengguna Barang, berwenang dan bertanggung jawab atas
pengelola barang milik daerah dilingkungan SKPD masing-masing, meliputi:

a.

a o

n o

mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah ( RKBD ) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( RKPBD ) bagi SKPD yang
dipimpinnya, -

melaporkan barang milik daerah yang diterima dari beban APBD atau perolehan
lainnya yang sah kepada pengelola Barang disertai dengan usulan penggunaan;
mengunakan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya;

menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan uantuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;

menyerahkan tanah dan banggunan yang akan dimanfaatkan dalam bentuk BGS
atau BSG dalam mendukung pelaksanaan tugas dan Fungsi SKPD;

mengajukan usul pemanfaatan dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan
terhadap barang daerabh, terdiri dari,

1. sebagian tanah dan/atau bangunan; dan atau

2. selain tanah dap/atau bangunan.

melaksanakan pemanfaatan dalam bentuk sewa atau kerjasama pemanfaatan
terhadap barang milik daerah setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang
terdiri dari : '

1. sebagian tanah dar/ atau bangunan; dan atau ~

2. selain tanah dan/ atau bangunan.

mengajukan usul penjualan barang milik daerah kepada pengelola barang;
mengajukan usul tukar menukar atau hibah atas barang milik daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bemilai sampai dengan Rp.5.000.000.000 ( lima miliyar
rupiah ) kepada Pengelola Barang,

melaksakan tukar menukar atau hibah atas barang mitk daerah selain tanah
dan/atau bangunan yang bemnilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000 ( ima miliyar
rupiah ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

mengajukan usul pemusnahan barang milik daerah kepada pengelola barang;
meiaksanakn pemusnahan barang milik daerah berdasarkan keputusan pengelela
barang yang dituagkan dalam berita acara; .

melaporkan pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah kepada pengelola
barang;

mengajukan usul penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna
kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

mensetapkan keputusan tentang penghapusan barang dari daftar barang pengguna
berdasarkan persetujuan Bupati;

melaksanakan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang pengguna
yang dituangkan dalam berita acara;

melaporkan pelaksaan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang
pengguna kepada pengelola barang;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah;

mengusulkan nama penyimpan barang dan pengurus barang di SKPD dan unit
kerja;

menetapkan petugas yang menjalankan fungsi penyimpan dan pengurus barang di
unit kerja SKPD;

menyimpan dokumnen pengadaan/ penerimaan bararig daerah; -

melakukan pengawasan, pengamanan dan pengendalian barang daerah;

o
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w. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Tahunan: (LBPT) pada

pengelola barang.

LY

(8) Kepala Unit Kerja sebagai Kuasa Pengguna Barang membantu Pengguna Berang
dalam pengelolaan barang yang dikuasakan pada unit kerja masing-masing, meliputi :

a.

=h

mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan barang Milik daerah (RKPBD) bagi unit kerja yang
dipimpinnya;

mengajukan permohonan penetapan status penguasaan barang milik daerah yang
diterima oleh unit kerja kepada pengguna barang;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang daerah;

menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan
fungsi unit kerja;

menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja kepada pengguna barang;

melakukan pengawasan, pengamanan dan pengendalian barang daerah,
menyusun dan menyampaikan Laporan Barang kepada Kuasa Pengguna
Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)
kepada pengguna barang,

(9) Penyimpan Barang bertugas

a.

b.

C.

®

@

menerima barang milik daerah baik yang diadakan sendiri maupun yang diterima
dari Pengelola Barang atau penerimaan lainnya yang sah;

menyimpan dan mengamankan barang milik daerah yang berada dalam
tanggungjawabnya,

mengeluarkan dan menyerahkan barang milik daerah untuk dipergunakan sesuai
kebutuban dari gudang berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran dan Penyerahan
Earang daerah;

malaksanakan pengeluaran dan penyerahan barang milik daerah yang dituanghkan
daiam Berita Acara Penyeraiian Barang,

manghimpun seluruh tanda bukti dan mencatat secara tertib dan teratur semua
penerimazn dan pengeluaran barang milik daerah;

menyiapkan dan menyampaikan usulan penghapusan atas barang milik daerah
selain tanah dan bangunan yang berada dalam tanggung jawabnya kepada
Pengguna Anggaran,

menyimpan dan mengamanxan barang mifik daerah selain fanah dan bangunan
yang dalam proses penghapusan;

metaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran Barang milik daerah secara
nherkala dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan lLaporan
Barang Pengguna Tahunan (LBPT} kepada atasan langsung,

mencatat dan melaporkan penggunaan barang milik daerah balk yang digunakan
sendiri, yang digunakan oleh Kuasa Pengguna Barang maupun yang dic{erasikan
oleh pihak lain;

manginventarisasi jumlab  dan kondisi barang milik daerah yang daiam
nenguasaannya dan melaporkan kepada atasan langsung,

melaporkan barang milik. daeran yang hilarig, rusak atau sebab lain sehingga fidak
dapat digunakan kepada atasan langsung.
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(10) Pengurus Barang bertugas :

a menerima, memelihara dan mengamankan barang milik daerah yang berada
dalam tanggung jawabnya;

b menghimpun seluruh tanda bukti dan mencatat secara tertib dan terafur semua
penerimaan dan pengeluaran barang daerah; . -

¢ melaporkan hasil penerimaan dan pengeluaran barang milik daerah secara berkala
dalam Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan iLaporan Barang
Pengguna Tahunan {LBPT) kepada atasan langsung;

d mencatat dan melaporkan penggunaan barang milik daerah di masing-masing
ruangan dan membuat Kartu inventaris Ruangan (KIR); i

e menginventarisasi jumlah dan kondisi barang milik daerah dan metaporkan kepada
atasan langsung; _ '

f melaporkan barang milik daerah yang hilang, rusak atau sebab lain sehingga tidak
dapat digunakan serta yang memeriukan pemeiiharaan kepada atasan langsung.

BAB. V
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
Pasal 6

(1) Kepala SKPD menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah {(RKBD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD) yang digunakan
untuk penyusunan RAPBD.

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD} sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada standar kebutuhan, standar barang dan standar satuan
harga, serta dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada.

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan dan standar barang ditetapkan

" pleh Pengelola Barang atas nama Bupatt.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga ditetapkan dengan keputusan

Bupati. .

™~ Pasal 7

(1) Dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang SKPD (RKB-SKPD) dan Rencana
Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD (RKPB-SKPD) sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat (1), kepala SKPD menghimpun usulan yang diajukan oleh Kepala Unit
Kerja di bawahnya. .

(2) Kepaia SKPD menyampaikan usul Rencana Kebutuhian Barang SKPD (RKB-SKPD)
dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD (RKPB-SKPD) kepada

pengelola barang. Cw L
(3) Pengelola barang bersama Kepala SKPD membahas usul tersebut dengan
memperhaikan barang yang ada pada SKPD dan/atau pengelola barang.
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(4) Pengelola Barang menyetujui dan menghimpun hasil pembahasan sebagaimana
dimaksud ayat menjadi Rencana Kebutuhan Barang milk daerah (RKBD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBD). '

(5) Pengelola Barang menyusun Daeftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBD) dan
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik daerah (DKPBD) setelah APBD
ditetapkan. '

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan dan penganggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengadaan
Pasal 8

(1) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengadaan barang milik daerah yang bersifat khusus dan menganut asas

keseragaman ditetapkan dengan keputusan Bupati.
(3) hasil Pengadaan harus dilaporkan kepada Bupati melaiui Pengelola barang.

~ Pasal 10

(1) Setiap Akhir Tahun Anggaran Bupati membuat Daftar Hasil Pengadaan (DHP).

(2) Daftar Hasil Pengadaan (DPH) sebagaimana dimaksud pada ayat (10 disiapkan cleh
Pengelola Barang berdasarkan laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (3).

(3) Bentui/Format laporan Hasil Pengadaan dan Daftar Hasil Pengadaan (DHP)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang beriaku. i

Pasal 11

(1) Pengelola Barang wajib memantau atas barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf a. '

(2) Pengelola Barang wajib aktif melakukan penagihan atas barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, ;
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BAB VI

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN.
Pasal 12

(1) Penerimaan barang bergerak yang diperoleh dari APBD atau perclehan lainnya yang
sah dilaksanakan oleh :

a Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan ditetapkan datam Peraturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerah seiaku Pembantu pengelola barang melalui
Penyimpanan Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk oleh Pengelola Barang;

b Kepala SKPD melalui Penyimpanan Barang atau Pejabat/Pegawai yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang. :

(2) Penyimpanan Barang atau Pejabat/Pegawai sebagaimana mana dimaksud pada ayat
(1), huruf a dan hunif b, wajib melaksanakan pencatatan terhadap barang milik daerah
yang diterima dan menyimpan Barang milik daersh ke dalam gudang atau tempat
penyimpanan lain.

(3) Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerah.

(4) Atasan langsung dari Penyimpanan Barang bertangung jawab atas terlaksananya
tertib administrasi pencatatan dan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3).

Pasal 13

(1) Penerimaan barang tidak bergerak yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
dilakukan oleh Kepala SKPD.

(2) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati
Melalui Pengeloia Barang.

(3) Penerimaan barang tidak bergerak dari perolehan lainnya yang sah ssbagaimana
dimaksud dalam pasa 2 ayat { 1) huruf b, dilakukan oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima ( BAST ).

(2) Penerimaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dituangkan
dalam Berita Acara Serah terima (BAST) disertai dengan dokumen kepemilikan
/penguasa yang sah.

(3) Konsep Berita Acara Serah Terima { BAST ) sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), disiapkan oteh pihak penerima barang.

{(4) Konsep Berita Acara Serah Terima ( BAST ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
disiapkan oleh Pengelola Barang. _ _

(5) Hasil Penerimaan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dicatat dalam
daftar barang milik daerah.

(6) Penerimaan barang milik daerah dilakukan setelah difakukan, pemeriksaan yang
dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang.
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(7) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Penyimpanan barang menyalurkan barang milik daerah atas dasar Surat Perintah
Pengeluaran Barang ( SPPB ).

(2) Penyaluaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam Berita Acara Serah terima Penyaluran Barang Daerah.

(3) Kepala SKPD wajib melaporkan persediaan atau sisa barang inventanis di gudang
kepada Pengelola Barang setiap akhir tahun anggran.

(4) Bentuk atau Format Laporan Persediaan atau Sisa Barang Inventaris di gudang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. .

BAB Vi
PENGGUNAAN
Pasal 16

(1) Setiap barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dipergunakan
oleh Pengguna Barang dalam menyelenggarakan tugas dan pungsi SKPD, harus
teriebih dahtilu ditetapkan Status Penggunaannya.

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daerah sebaléaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan terhadap barang daerah;
a. yang berasal dari pengadaar/ penerimaan di SKPD; i
b. yang berada dalam penguasaan pengelola barang.

Pasal 17

Tata cara penetapan status penggunaan barang millik daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 ayat (2) hunuf 2, adaiah sebagai berikut :

a. Pengguna Barang melaporkan barang yang diterima dan usul penggunaannya kepada
Pengelola Barang,

b. Pengelola Barang meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
selanjutnya dicatat sebagai barang milik daerah kedalam Daftar Barang Milik Daerah;

c. Pengelola Barang meneliti usul penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
selanjutnya mengajukan usulan penetapan penggunaan kepada Bupati;

d. Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah dengan keputusan Bupati.
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Pasal 18

Tata cara penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasal 16 ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Barang mengajukan usul pengguna barang milik daerah kepada Pengelola
Barang; -

b. Pengelola Barang meneliti usul sebagaimana dimaksud pada huruf a dan selanjutnya
mengajukan usulan penetapan penggunaan kepada Bupati; -

c. Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah dengan keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan setatus penggunaannya kepada Pengguna
Barang dapat dioprasikan oleh pihak lain sepanjang mendukung pelaksanaan tugas
dan pungsi SKPD yang bersangkutan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengoperasian Barang milik daerah oleh
pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

(1) Setiap barang milik daerah yang sudah tidak digunakan untuk melaksanakan tugas
dan fungsi SKPD wajib diserahkan kepada Bupati.

(2) Barang milk daerah yang telah diserahkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicabut status penggunaannya.

Pasal 21

Tata cara penyerahan dan pencabutan status penggunaan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, adalah sebagai berikut :

b. Pengguna Barang menyampaikan usul penyerahan barang milk daerah kepada Bupati
melalui Penggelola Barang; ‘

c. Penggeloia Barang meneiiti usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan
mempertimbangkan kegunaan barang tersebut dalam menduklung petaksanaan tugas
dan pungsi SKPD yang bersangkutan;

d. Pengelola Barang mengajukan usui penyerahan disertai pertimbangan mengenai
pencabutan status penggunaan barang milik daerah kepada Bupati;

e. Apabila usul penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c disefujui, Bupati
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Status Penggunaan Barang Milik
Daerah; 4 C

f Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengguna
Barang Menyerahkan barang milik daerah dimaksud kepada Pengelota barang yang
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) .
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Pasal 22

Pengguna barang yang tidak menyerahkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan dana operasional dan
pemeliharaan barang milik daerah. :

Pasgl 23

(1) Dengan pertimbangan tertentu Bupati dapat mencabut status pengguna barang mitik
daerah dari Pengguna Barang.

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. tidak sesuai dengan standar kebutuhan barang milik daerah yang telah ditetapkan
oteh Bupati.

b. tidak lagi digunakan untuk metaksanakan tugas dan fungsi SKPD.

¢. menindak fanjuti hasi! audit penggunaan barang milik daerah.

Pasal 24

Tata cara pencabutan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
dalam pasai 23 adalah sebagai berikut :

a. Pengelola Barang mengajukan usul pencabutan status penggunaan barang milik
negara kepada Bupati ; -

b. Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui, Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang Pencabutan Status Penggunaan Barang Daerah;

¢. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pengguna
Barang menyerahkan barang milik daerah dimaksud kepada Pengelola Barang yang di
tuangkan dalam Berita Acara Serah Terima ( BAST )

Pasal 25

Barang milik daerah yang telah dicabut status penggunaannya sebagaimana dimaksud
pada pasal 21 huruf d dan pasal 24 huruf d, maka Bupati dapat menetapkan :

a. Status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD lainnya;

b. Pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka optimalisasi barang milik daerzah;

¢. Pemindahtanganan barang milik daerah.
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BAB VIl
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Kriteria Pemanfaatan
Pasal 26
Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan syarat
a. Tidak mengubah status kepemilikan barang daerah ;
b. Dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan
daerah dan kepentingan umum. ' o
Bagian Kedua
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 27
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa :
a. Pinjam Pakai;
b. Sews;
¢. Kerjasama pemanfaatan; _
d. Bangun Guna Serah ( BGS ) dan Bangun Serah Guna ( BSG).
Bagian Ketiga
Pinjam Pakai
Pasal 28

(1) Pinjam pakai hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah
Daerah atau antar Pemerintah Daerah. -

(2) Jangka waktu pinjam pakai Barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat
diperpanjang.

(3) Pinjam pakai sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan derigan Keputusan Bupati atas
usulan Pengelola Barang.

(4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengeloia
Barang melaksankan pinjam pakai dengan membuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai.

(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat:

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. nama, jenis dan luas/ jumiah barang yang dipinjamkan;
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¢. jangka waktu pinjam pakai,

d. tanggungjawab peminjam atas biaya operasicnal dan pemeliharaan selama jangka
waktu pinjam pakai; ~

e. persyaratan lain yang dianggap periu.

Bagian Keempat
Penyewilan
Pasal 29
(1) Setiap barang milik daerah dapat disewakan sepanjang menguntungkan Daerah.

(2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status ke;;emilikan barang
daerah.

(3) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang.

(4) Penerimaan hasil sewa disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 30

(1) Pemanfaatan barang milik daerah seiain disewakan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 26 dapat dikenakan retribusi.

(2) Retribusi atas pemanfaatan/ penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

L

Pasal 31

Tata cara penyewaan'barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, adalah
sebagai berikut :

a. Barang milik daerah yang berada dalam pengguasaanlbengelola Barang :

1. Pengelola Barang dibantu Tim Pemanfaatan Barang milik Daerah melakukan
pengkajian terhadap Barang milik Daerah yang akan disewakan,

2. pengelola barang mengajukan usul kepada Bupati berdasarkan hasit kajian Tim
pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. Apabita usul sebagaimana dimaksud pada angka 1 disetujui, Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan Atas Penyewaan Barang daerah;

4. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengelola
Barang melaksanakan penyewaan dengan membuat surat perjianiian sewa-
menyewa, .

5. Berdasarkan surat perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada angka
4, Pengelola Barang menyerahkan barang milik daerah dimaksud kepada penyewa
barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terma {(BAST);

b. Sebagian tanah dan/atau bangunan, atau selain tanah dan/atau bangunan yang
berada dalam penguasaan Pengguna Barang:
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1. Pengguna Barang mengajukan usul kepada Pengelola Barang;

2. Pengeloia Barang dibantu Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah melakukan
pengkajian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1,

3. Pengelola barang menyampaikan usulan kepada Bupati berdasarkan hasil
penelitian Panitia Penaksir barang Milik daerah sebagaimana dimaksud pada
maksud pada angka 2; .

4. Apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 3 disetujui Kepala Daerabh,
Pengeiola Barang menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Atas Penyewaan
harang daerah; _

5. Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pengguna Barang
melaksanakan penyewaan dengan membuat surat perjanjian sewa-menyewa,

6. Berdasarkan Surat perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada angka
5, Pengguna Barang menyerahkan barang milik daerah yang dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST).

Pasal 32

Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 4 dan huruf b
sekurang-kurangnya memuat:

Pihak-pihak yang terikat dalam surat perjanjian;

Nama, jenis dan luas / jumiah barang yang disewakan:
Jangka waktu sewa-menyewa,

Besaran Sewa;

Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Persyaratan lain yang dianggap periu

"0 Q0o

Bagian kelima
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 33
Kerjasama Pemanfaatan Bagang milik daerah dilaksanakan dalam rangka:

a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
b. Meningkatkan pendapatan daerah.

- .

Pasal 34

(1) Kerjasama Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33,
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya

operasionalipemeliharaan/perbaikan yang diperiukan terhadap Barang milik
daerah dimaksud;
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b. mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melaiui tender/peserta/peminat, kecuali
untuk barang milik daerah yang bersifat khusus dapat ditakukan penunjukan
langsung; :

¢. jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 (tiga puiuh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;

d. mitra kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas
Umum daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian dan pembagian
keuntungan hasil Kerjasama pemanfaatan;

e. besaran Pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil keriasama
Pemanfaatan ditetapkan dari hasil Perhitungan Panitia Penaksir yang dibentuk
oleh Bupati/Pengeiola Barang sesuai kewenangannya, .

f. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama
Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Bupati/ Pengelola Barang sesuai
kewenangannya,

g. pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama
pemanfaatan disetorkan ke Rekening Kas Umum daerah setiap tahun selama
jangka waktu pengoperasian, , _

h. selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang
menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan Barang milik daerah yang
menjadi objek Kerjasama Pemanfaatan;

i. selama jangka wakiu pengoperasian, mitra Keriasama Pemanfaatan dilarang
mengalinkan perjanjian kerjasama pemanfaatan dilarang mengalihkan perjanjian
kerjasama pemanfaatan kepada pihak lain. -

(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran, dan pengumuman tender/lelang dibebankan
pada APBD.

(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat
perjanjian, konsultan pelaksana/ pengawas dibebankan kepada mitra kerjasama
pemanfaatan.

Pasal 35

Tata cara kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33, adalah sebagai berikut.
a Barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang:

1. Pengelola Barang dibantu Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah melakukan
pengkajian terhadap barang milik daerah yang akan dilakukan kerjasama
pemanfaatam;

2. Pengeloia barang mengajukan usul kepada Bupati berdasarkan hasit penilaian Tim
Pemnanfaatan barang Mifik Daerah sebagaimana diamaksud pada Aangka 1;

3. Apabila usu! sebagaimana dimaksud pada angka 1 disetujui Bupati menetapkan
keputusan Bupati tentang persetujuan Atas Kenasama Pemanfaatan Barang
Daerah;

4. Berdasarkan Kepuiusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pengelola
Barang melaksanakan kerjasama pemanfaatan dengan membuat surat perjanjian
kerjasara pemanfaatan; :

5. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaiman dimaksud pada
angka 4, pengelola Barang menyerahkan barang mitik daerah dimaksud kepada
mitra kerjasama pemanfaatan barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita
Acara serah Terima (BAST).
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b. Sebagian tanah dan/atau bangunan, atau selain tanah dan/atau bangunan yang
berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

1. Pengguna Barang mengajukan usul kepada pengelola Barang; :

2. Pengelola Barang dibantu Panitia Penaksir barang milik daersh metakukan
penelitian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. Pengelola barang menyampaikan usulan kepada Bupati berdasarkan hasil
penelitian Panitia Penaksir Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada
angka 2; ’

4. Apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 3 disetujui Bupati, Pengelola
Barang menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Atas Kerjasama Pemanfaatan
Barang Daerah;

5. Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pengguna Barang
melaksanakan kerjasama pemanfaatan dengan membuat surat perjanjian
kerjasama pemanfaatan;

6. Berdasarkan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud
pada angka 5, Pengguna Barang menyerahkan barang milik daerah dimaksud
pada mitra kerjasama pemanfaatan barang millik daerah dimaksud kepada mitra
kerjasama pemanfaatan barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara
Serah Terima (BAST).

Pasal 36

Surat perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf a angka 4 dan huruf b
angka 5 sekurang-kurangnya memuat .

pihak-pihak yang termuat dalam perjanjian; .

nama, jenis, dan luasfjumlah barang yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
jangka waktu kerjasama pemanfaatan ;

hesaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan,

hak dan kewajiban masing-masing pihak

persyaratan lain yang dianggap periu.

~eapUTD

Bagian Keenam
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
Pasal 37

Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) Barang Daerah dilaksankan

dengan persyaratan sebagai berikut .

a. pemerintah Daerah memeriukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan
umum dan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi,

b. tanah dan/atau bangunan milik daerah yang teiah diseerahkan oleh pengguna kepada
Bupati;

c. tidak tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasititas
sebagaimana dimaksud pada huruf a. o
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Pasal 38

(1) Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) barang milik daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut : ' -

a.

mitra Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) ditetapkan

melalui tenderflelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)

peserta/peminat;

jangka waktu Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) paling

lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;

mitra Bangun Guna Serah (BGS) harus membayar kontribusi ke Rekening Kas

Umum Daerah sefiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasit

perhitungan panitia Penaksir yang di beniuk oleh Bupati/Pengelola Barang sesuai

kewenangannya;

besaran pembayaran kontribusi Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah

Guna (BSG) harus mendapat persetujuan Bupati/Pengelola Barang sesual

kewenangannya, .

selama jangka waktu pengoperasian, mitra Bangun Guna Serah (BGS) dan

Bangun Serah Guna (BSG) dilarang menjaminkan, menggadaikan atau

memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun serah Guna;

selama jangka waktu pengoperasian, mitra Bangun Guna Serah (BGS) dan

Bangun Serah Guna (BSG) wajib memelihara objek Bangun Guna Serah (BGS)

dan Bangun Serah Guna (BSG);

dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun

Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) harys dapat digunakan

langsung untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah;

seiama jangka waktu pengoperasian, mitra Bangun Guna Serah (BGS) dan

Bangun Serah Guna (BSG) dilarang mengalihkan perianjian kerjasama

pemanfaatan kepada pihak lain;

dalam hal pemanfaatan barang milik daerah berbentuk Bangun Guna Serah (BGS)

harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna (BSG) kepada Bupati pada akhir

jangka waktu pengoperasian, seteiah dilakukan audit oleh Aparat Pengawasan

Fungsional Pemerintah (APFP});

dalam hal pemanfaatan barang milik daerah berbentuk Bangun Serah Guna

(BSG), mitra Bangun Serah Guna (BSG)harus :

1. menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati segera setelah
selesainya pembangunan,

2. mendayagunakan objek yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada
angka 1, selama jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian,

3.- setelah jangka wakiu pendayagunaan berakhir, mitra Bangun Serah Guna
menyerahkan pengelolaan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati dengan
terlebih dahulu diaudit oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah
(APFP).

(2) Sebelum jangka waktu pendayagunaan berakhir, mitra Bangun Serah Guna
menyerahkan pengelolaan objek Bangun Serah Guna kepada Bupati dengan terlebih
dahulu mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diatasnamakan Pemerintah
Daerah. .

(3) Biaya pengkajian, penelitian, dan pengumuman tender/ielang dibebankan pada APBD.
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(4) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dengan persiapan dan pelaksanaan

penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas dihebankan kepada
pihak berwenang.

Pasal 39

Tata cara Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) sebagai mana
dimaksud daiam pasal 37, adalah sebagai berikut:

da.

Pengelolaan Barang dibantu Tim Pemanfaatan Barang milik ~daerah melakukan
pengkajian terhadap barang milik daerah yang menjadi objek Bangun Guna Serah
(BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);

Pengelola Barang mengajukan usul kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian Tim
Pemanfaatan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui, Kepala Daerah
menetapkan Keputusasn Bupati tentang Persetujuan Atas Bangun Guna Serah (BGS)
atau Bangun Serah Guna (BSG) Barang Daerah;

berdasarkan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ¢,
Pengelola Barang melaksanakan Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Sergh
Guna (BSG) dengan membuat surat perjanjian kerjasama bangun Guna Serah (BGS)
atau Bangun Serah Guna (BSG), .

dalam hal Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dilakukan pada
tanah dan/atau bangunan yang status penggunaanya ada pada Pengguna Barang dan
telah direncanakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungst Pengguna Barang yang
bersangkutan, pelaksanaan Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna
(BSG) sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan oleh Pengelola barang dengan
melibatkan Pengguna Barang; )

berdasarkan surat perjanjian Bangun Guna Serah {BGS) atau Bangun Serah Guna
(BSG) sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengelola Barang menyérahkan barang
milik daerah dimaksud kepada mitra kerjasama Bangun Guna Serah (BSG)atau
Bangun Serah Guna (BSG) barang milik daerah yang dituangkan datam Berita Acara
Serah Terima (BAST).

Pasal 40

Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 hunif d sekurang-kurangnya
memuat : e

o opoTw

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

Objek Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
Jangka waktu Bangun Serah Guna (BGS) atau bangun Serah Guna (BSG);
Besaran kontribusi tahunan;

Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Persyaratan lain yang dianggap periu.
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BAB IX
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Pengamanan
Pasal /1

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang v\{ajib melakukan
pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaanya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
pengamanan admistrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 42
(1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas
nama Pemerintah Daerah. s a

(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepemilikan atas Nama Pemerintah Daerah / dokumen pengadaan / dokumen
penerimaan. -

Pasal 43

(1) Bukli kepemilikan, dokumen pengadaan, dan dokumen penerimaan barang milik
daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

(2) Bukti kepemilikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disimpan oleh Badan Penggelola Barang milik Daerah. '

(3) Dokumen Pengadaan dan dokumen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disimpan oleh Kepala SKPD masing-masing. ‘

Pasal 44

(1) Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemarnpuan keuangan daerah dan
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis barang milik daerah yang dapat diasuransikan
diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
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a. barang mitik daerah baik yang berada dalam penguasaan daerah maupun pihak
ketiga;

b. barang milik pihak ketiga yang dikuasi oleh daerah yang diperiukan untuk
penyelenggaraan tugas dan pungsi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 46

(1) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang waijib memelihara Barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya.

(2) Pemeliharaan Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada Dafiar Kebutuhan Pemeliharaan Barang milik Daerah (DKPBD)

(3) Biaya Pemeliharaan Barang milik daerah sebagalmana dimaksud pada ayat (1),
dibebankan pada APBD.

Pasal 47

(1) Kuasa Pengguna Barang wajib menyusun Daftar Hasil Pemeliharaan Unit Kerja (DHP-
UK) dan melaporkan kepada pengguna Barang setiap semester.

(2) Pengguna Barang wajib menyusuh Daftar Hasil Pemeliharaan SKPD (DHP-UK) baik
untuk pemeliharaan yang dilaksanakan oleh pengguna Barang Maupun yang
dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.

(3) Pengguna barang melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan SKPD (DHP-SKPD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Pengelola Barang melalui Kepala
Bagian Perlengkapan setiap semester.

(4) Kepala Bagian Umum dan periengkapan meneliti Daftar Hasil Pemeiiharaan SKPD
(DHP-SKPD) untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Daftar Has;l Pemeliharaan
Barang milik daerah (DHPBD) settap akhir tahun anggaran.

(5} Daftar Hasii Pemeliharaan Barang milik daerah (DHPBD) sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenal efisiensi
pemelnharaan Daerah.

Pasal 48

{1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan/atau barang lainnya yang merupakan
peninggalan budaya milik Pemerintah Daerah atau masyarakat waijib dipefihara oieh

Pemerintah Daerah.

(2) Barang bersejarah yang waijib dipelihara Pemerintzh Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

29 .

B L S R . R R = L ! et R ._._MTMM_* famin bttt e e e




(3) Biaya pemeiiharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

BAB X
PENILAJAN
Pasal 49

Pemerintah Daerah melakukan penilaian Barang milik daerah dalam rangka:
a. penyusunan neraca daerah;

b. pemanfaatan barang daerah; atau

c. pemindahtanganan barang daerah.

Pasal 50

Penilaian Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a, dilakukan
dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 51

(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b dan
hurtf ¢ untuk tanah dan/atau banggunan dilakukan oleh panitia penaksir yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan
penilai independen bersertifikat di bidang penilaian aset. '

(3) Penilaian barang mifik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan untuk mendapat nilai wajar , dengan estimasi terendah menggunakan
NJOP. '

(4) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. -

Pasal 52

(1) Penilaian Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf b dan
huref ¢, selain tanah dan/atau bangunan ditakukan ofeh Panitia -Penaksir yang
ditetapkan oleh Penggelola Barang atas nama Bupati.

(2) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1), danat melibatkan
penilai independen bersertifikat di bidang peniiaian aset.

(3) Penilaian Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

(4) Hasil penilaian Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
oleh Penggelola Barang atas nama Bupati.
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BAB X!
PENGHAPUSAN
Pasal 53

(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi :
a. Penghapusan dari Daftar Barang Penggunaan,
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf a, dilakukan dalam hal
Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
a. terjadi pemusnahan,
b. sudah beralih kepemilikannya;
¢. karena sebab-sebab lain.

(4) Penghapusan barang milik daerah berupa tanah danfatau bangunan ditetapkan
dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;

(5) Penghapusan barang milik daerah selain tanah dan bangunan yang bemilai sampai
dengan Rp.5.000.000.000,00 { lima milyar rupiah} dilakukan oleh Pengelola Barang
setelah mendapatkan Persetujuan Bupati. :

(6) Proses penghapusan barang milik daerah dilakukan oleh Panitia Pehghapusan yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Tata cara penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat
(1) huruf a, adalah sebagai berikut;

a. Pengguna barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah dari daftar
barang pengguna kepada Bupati melaiui Pengelolaan Barang;

b. Pengelolaan Barang meneliti usulan penghapusan sebagaimana dimaksud huruf a dan
mengajukan kepada Bupati; _

c. Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf b disetujui, Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan atas penghapusan Barang Milik Daerah dari
Daftar Barang Pengguna; '

d. Berdasarkan Kepuiusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huru ¢, Pengelolaan
Barang atas nama Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Barang Milik
Daerah Daftar Barang Pengguna;

e. Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala SKPD
menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang
Pengguna,

f. Pengguna barang melakukan penghapusan barang milik daerah dari daftar barang
pengguna dan melaporkan Kepada Pengelola Barang. .
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Pasal 55

Tata cara penghapusan Barang Milik Daerah Sebagai mana dimaksud_dalam pasal 53

ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut : :

a. Pengelolaan Barang dibantu oleh Panitia Penghapusan Mengajukan Usul
Penghapusan Barang Milik Daerah Kepada Bupati

b. Apabila unsur penghapusan Barang Milik Daerah tersebut memerlukan persetujuan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (4), maka dilaksanakan dengan
prosedur:

1. Apabila Bupati Menyetujui usul penghapusan barang mitik daerah sebagairana
dimaksud huruf a, Bupati Mengajukan usul penghapusan Barang Milik Daerah
Kepada DPRD;

2. Apabila DPRD menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, DPRD
menetapkan keputusan DPRD tentang persetujuan penghapusan Barang Milik
Daerah Dari Daftar Barang Milik Daerah;

3. Berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati
Menetapkan Keputusan Bupati tentang Persefujuan Penghapusan Barang Mitik
Daerah; -

¢. Apabila usul penghapusan barang milik daerah tidak memiliki persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (5) dan ayat (6), Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang persetujuan Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar
Milik Daerah; :

d. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagimana dimaksud pada huruf b angka 3 dan huruf
¢, Pengelolaan Barang atas nama Bupati Menetapkan Keputusan tentang
Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Milik Daerah;

e. Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala SKPD
sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan Daerah tentang Organisasi
Perangkat Daerah melakukan penghapusan Barang Dari Daftar Milik Daerah.

Pasal 56

Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut Pemusnahan dilakukan apabila
barang dimaksud :

a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;

b. git::an lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 57

Tata cara pemusnahan barang milik daerah adatah sebagai bérikut:

a. Berdasarkan Keputusan Pengelola Barang tentang Penghapusan Barang Milik Daerah

dari Daftar Barang Milik Daerah, Pengeloia Mengajukan usul Pemusnahan Barang
Milik Daerah Kepada Bupati;
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b. Apabila usul pemusnahan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a
disetujui, Bupati Menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Permusnahan
Barang Milik Daerah; m

C. Berdasarkén Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b Pengelola
Barang Menetapkan Keputusan Tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah;

d. Berdasarkan Keputusan Pengelola barang sebagaimana dimaksud pada huruf c,
pengguna barang melaksanakan pemusnaan barang milik daerah yang dituangkan
dalam berita acara pemusnahan barang milik daerah dan dilaporkan kepada Bupati
melalui Pengeloia Barang.

BAB Xli

PEMINDAHTANGANAN

Pasal 58
Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang daerah, meliputi:
Penjualan;
a. Tukar Menukar;
h. Hibah;

c. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Pasal 59

(1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD, meliputi :
a. tanah dan/atau bangunan; _
b. selain tanah dan/atau bangunan yang bemilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00
(lima miliar rupiahy,

(2) Pemindahtanganan barang milik  daerah berupa tanah dan/atau  bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memeriukan persetujuan DPRD,
apabiiah;

a. sudsh tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan
dalam dokumen penganggaran; . -

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;

e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara
ekonomis. -

(3) Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangu}:lan yang bemiiai

sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 {lima milyar rupiah}) dilakukan setelah mendapat
persetujuan bupati. :
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Bagian Kesatu
Penjualan

Pasal 60

(1) Penjualan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan antara lain:
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih,
b secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila barang milik daerah

dijual,

¢. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku;
(2) Penjuatan barang milik daerah dilakukan secara ielang, kecuali:
a. penjualan Kendaraan perorangan Dinas Pejabat Negara;

b. penjualan Rumah Golongan lil;
c. penjualan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai daerah melalui pelepasan tanah

dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi yang persyaratannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati, meliputi :

1. tanah yang sudah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah atau tanah yang sudah
diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) diatas Hak Pengelclaan (HPL)
dengan ketentuan:

a.
b.
C.

d.

e

luas tanah sampai dengan 200 m2 (dua ratus meter persegi);

lebar jalan sampai dengan 5 (lima) meter; .

diajukan oleh pemohon yang menduduki secara fisik paling sedikit 20 (dua
puluh) tahun secara berturut-turut;

digunakan sebagai tempat tinggal; dan

pemohon belum memiliki tempat tinggal/rumah iain;

2. tanah darvatau bangunan yang letaknya terkurung oleh tanah pihak lain yang
hanya dimiliki/dikuasai oleh satu orang/badan hukum;
3. tanah dan/atau bangunan yang diperuntunkkan bagi kepentingan umum;
4. bangunan yang berdiri diatas tanah milik pihak lain.
d. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan iebih lanjut oleh Pengeicla Barang
atas nama Bupati.

Pasal 61 - i

Setiap penjualan barang milik daerah harus dituangkan dalam Surat Perjanjian yang
sekurang-kurangnya memuat:

@e a0 T

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

Objek yang dijual;

Harga penjualan; .

Cara pembayaran dan jangka waktu;

Hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Tata cara peralihan hak; -
Persyaratan lain yang dianggap perlu;
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Paragraf 1
Tanah dan/atau Bangunan -
Pasal 62
(1) Tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai oteh daerah dapat dijual kepada pihak lain.

(2) Penjualan tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai d'aerah sebagai mana dimaksud
pada ayat (1), melalui pelepasan tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi
dapat diperoleh dengan pertimbangan menguntungkkan daerah.

(3) Perhitungan perkiraan nilai tanah danfatau bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dengan memperhatikan nilai jual objek pajak dan/atau harga umum setempat
yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau
dapat dilakukan oleh berbagai Independen yang bersertifikat dibidang ‘penilaian aset;

(4) Hasil penaksiran nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3},
ditetapkan cleh Bupati; :

(5) Proses pelepasan tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pelelanganftender kecuali untuk penjualan
melalui pelepasan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60

ayat (2).

(6) Pelepasan tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi sebagaimana pada ayat
(2), dilaksanakan pada proses tujuan sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (1).

(7) Hasil pelepasan tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi disetor seluruhnya
kerekening kas umum daerah sebagai pendapatan daerah.

Pasal 63

Tata cara pelepasan tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi sebagai mana

dimaksud dalam pasal 62 adalah sebagai berikut:

a. Pengguna Barang Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dalam dan ditetapkan
dalam peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah selaku Pembantu
Pengelola Barang mengajukan usul pelepasan tanah dan/atau bangunan dengan cara
ganti rugi kepada Pengelola Barang;

b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dibantu Panitia penaksir yang di tetapkan dengan keputusan Bupati;

¢. Pengeloia barang menyampaikan usul pelepasan tanah dan/ atau bangunan dengan
cara ganti rugi kepada Bupati disertai dengan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
pada hurup b;

d. Apabila usul penjualan tanah dan/atau bagunan tersebut tidak memerlukan
persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Bupati
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menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pelepasan‘" tanah dan/atau
bangunan dengan cara Ganti Rugi, -

e. Apabila usul pelepasan tanah dan/atau bagunan dengan Cara gapti rugi tersebut
memeriukan persetujuan DPRD sebagaimana dimakasud dalam Pasal 59 ayat (1),
maka dilaksanakan dengan prosedur : _

1. apabila Bupati menyetujui usul penjualan tanah dan/atau bagunan sebagaimana
dimaksud huruf ¢, Bupati mengajukan usul pelepasan tanah dan/atau bangunan
dengan cara ganti rugi kepada DPRD;

2. apabita DPRD menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, DPRD
menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan pelepasan tanah dan/atau
Bagunan Dengan Cara Ganti Rugi; -

3. berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati
menetapkan Keputusan Bupati tentang persetujuan pelepasan tanah dan/atau
bangunan dengan cara ganti rugi. - B

f Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada hurup d dan huruf e
angka 3, Pengelola Barang melaksanakan pelepasan tanah dan/atay bangunan
dengan cara ganti rugi dibantu oleh Panitia Pelelangan/Penjualan yang hasiinya
dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pemenang lelang atau Berita Acara
Penetapan Pembeli,

g. Pemenang Lelang atau Pembeli membuat Surat Pemyataan Kesediaan Menerima
Pelepasan Tanah dan/atau bangunan dimaksud dengan pembayaran ganti rugi;

h. Pelaksanaan Pelepasan tanah dan/atau bangunan dengan cara ganti rugi selanjutnya
dituangkan dalam Perjanjian Pelepasan Tanah dan/atau Bangunan dengan cara ganti
rugi antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;

i. Berdasarkan surat pemyataan dan perjanjian sebagaimana dimaksud pada hunuf g
dan huruf h serta semua kewajiban pihak ketiga dipenuhi, selanjutnya dilakukan
secara serah terima tanah dan/atau bangunan beserta dokumen kepemilikan dengan
menerbitkan Berta Acara Serah Terima (BAST),

j. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf 1,
dilakukan penghapusan tanah danfatau bangunan dari daftar barang pengguna dan
daftar barang milik daerah.

Paragraf 2

Kendaraan Dinas

Pasal 64

Kendaraan Dinas yang dapat dijual adalah:

a. Kendaraan Perorangan Dinas, yaitu kendaraan dinas yang digunakan oleh Bupati dan
Pimpinan DPRD;

b. Kendaraan Operasional Dinas, yaitu kendaraan dinas yang dipergunakan untuk
operasional khusus jabatan dan operasional khusus lapangan.
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Pasal 65

Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaiman dimaksud dalam Pasa! 64 hunuf &,

dangan syarat: ” :

a. umur kendaraan 5 (lima) tahun atau lebih;

h. tidak mengganggu kelancaran peiaksanaan tugas kedinasan; dan

¢. dijual masing-masing 1 (satu) buah kepada Bupati dan Pimpinan DPRD setelah masa
jabatanya berakhir sesuai ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 66

Penjualan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b,
dilakukan dengan syarat:

a. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan; dan

b. umur kendaraan 5 {lima) tahun atau lebih; atau

c. kondisi kendaraan rusak.

Pasal 67

Kendaraan Operasianal dinas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b, dapat
dijual kepada:

a. Pagawai Negeri:

b. Pimpinan/Anggota DPRD;

c. Pihak lain.

Pasal 68

(1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 hunif a, harus
memenuhi syarat:
a. masa kerja Pegawai Negeri Sipil 10 (sepuluh) tahun atau lebih; dan
b. pegawai Negeri Sipil bersangkutan belum pemah membeli sebelumnya; atau
c. pegawai Negeri Sipil bersangkutan permah membeli dengan tenggang waktu 10
(sepuluh) tahun terhitung tanggal pembelian sebelumnya.

(2) Pimpinan/Anggota DPRD sebaimana dimaksud datam Pasal 67 huruf d, harus
memenuhi syarat. :
a. masa bakii pimpinan/anggota DPRD 5 (lima) tahun atau lebih; dan
b. pimpinan/anggota DPRD bersangkutan belum pemah membeli sebelumnya; atau
c. pimpinan/anggota DPRD pemah membeli dengan tenggang waktu 10 (sepuluh)
tahun terhitung tanggal pembelian sebelumnya.

Pasal 69

(1) Kendaraan operasional dinas dijual kepada Pegawai Negeri Sipil atau
Pimpinan/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 68 ayat (1) dan ayat (2),
dengan urutan prioritas sebagai berikut: _

a. pegawai Negeri Sipil Pemakai Kendaraan Dinas;
b. pegawai Negeri Sipil Yang Akan Pensiun atau Pimpinan/anggota DPRD; atau
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¢. pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan/anggota DPRD lainnya.

(2) Harga jual kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu
minimal sebesar nilai yang ditaksir oleh Tim Peniiai.

(3) Hasil penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pengelola
Barang atas nama Bupati. .

(4) Apabita urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
tidak mengajukan permohonan pembelian atau nilai yang diajukan di bawah dari harga
jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penjualan dilakukan pelelangan
terbatas kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c.

(5) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),.ditetapkan dengan
Keputusan Pengelola Barang tentang Persetujuan atas Penjualan Kendaraan
Operasional Dinas dengan Cara Pelelangan Terbatas kepada Pegawai Negeri Sipit
atau Pimpinan/Anggota DPRD.

(6) Apabila pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghasilkan
pemenang atau tidak ada pegawai negeri atau pimpinanfanggota DPRD yang
mengajukan permohonan, maka dilakukan pelelangan umum kepada pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c.

(7) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Pengelola
Barang atas nama Bupati.

Pasal 70

(1) Tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasai
64 huruf a, adalah sebagai berikut: “

a. bupati yang telah berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan pembelian
kendaraan perorangan dinas kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

b. pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penaksir mengajukan usul penjualan
kendaraan perorangan dinas kepada Bupati dengan disertai permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan atas Penjualan Kendaraan Perorangan
Dinas;,

d. setelah ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c,
Pengelola Barang dengan dibantu Panitia Penaksir menentukan harga jual
kendaraan dinas; _

e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan huruf d,
Pengelola Barang menetapkan Keputusan tentang:

1. Harga Jual Kendaraan Perarangan Dinas;
2. Persetujuan atas Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas,

f. berdasarkan Keputusan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada hunuf e,
Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang
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¢. pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan/anggota DPRD lainnya.

(2) Harga jual kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu
minimal sebesar nilai yang ditaksir oleh Tim Peniiai.

(3) Hasil penaksiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pengelola
Barang atas nama Bupati. .

(4) Apabita urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
tidak mengajukan permohonan pembelian atau nilai yang diajukan di bawah dari harga
jual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penjualan dilakukan pelelangan
terbatas kepada pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c.

(5) Pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),.ditetapkan dengan
Keputusan Pengelola Barang tentang Persetujuan atas Penjualan Kendaraan
Operasional Dinas dengan Cara Pelelangan Terbatas kepada Pegawai Negeri Sipit
atau Pimpinan/Anggota DPRD.

(6) Apabila pelelangan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghasilkan
pemenang atau tidak ada pegawai negeri atau pimpinanfanggota DPRD yang
mengajukan permohonan, maka dilakukan pelelangan umum kepada pihak lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c.

(7) Pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Pengelola
Barang atas nama Bupati.

Pasal 70

(1) Tata cara penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasai
64 huruf a, adalah sebagai berikut: “

a. bupati yang telah berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan pembelian
kendaraan perorangan dinas kepada Bupati melalui Pengelola Barang;

b. pengelola Barang dibantu oleh Panitia Penaksir mengajukan usul penjualan
kendaraan perorangan dinas kepada Bupati dengan disertai permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. berdasarkan usul sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan atas Penjualan Kendaraan Perorangan
Dinas;,

d. setelah ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf c,
Pengelola Barang dengan dibantu Panitia Penaksir menentukan harga jual
kendaraan dinas; _

e. berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan huruf d,
Pengelola Barang menetapkan Keputusan tentang:

1. Harga Jual Kendaraan Perarangan Dinas;
2. Persetujuan atas Pelaksanaan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas,

f. berdasarkan Keputusan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada hunuf e,
Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang
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ny

melaksanakan penjualan kendaraan perorangan dinas dengan menuangkannya ke
dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Perorangan Dinas;

apabila telah dilunasi kewajiban yang tertuang dalam Peranjian Jual Beli
sebagaimana dimaksud pada huruf f, Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan
ditetapkan dalam Peraturan Daersh tentang Organisasi Perangkat Daerah selaku
Pembantu Pengelola Barang melakukan serah terima kendaraan perorangan dinas
kepada Bupati yang telah berakhir jabatannya sebagaimana dimaksud huruf dan
menuangkannya ke dalam berita acara serah terima,

berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud huruf g, selanjutnya
dapat dilaksanakan penghapusan barang milik daerah.

(2) Tata cara penjualan kendaraan operasional dinas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 huruf b, adalah sebagai benkut: .

a.

pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan/Anggota DPRD mengajukan permohonan
pembelian kendaraan operasional dinas kepada Pengguna Barang disertai
dengan alasan pembelian;

pengguna barang meneliti dan mengkaji permohonan dari Pegawai Negeri Sipil
atau Pimpinan/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a;

apabila permohonan sebagaiman dimaksud pada huruf a memenuhi syarat,
Pengguna Barang menyampaikan usul penjualan kendaraan operasional dinas
kepada Pengeilola Barang disertai dengan hasil penelitian/kajian dan permohonan
sebagaimana dimaksud pada huruf b;

pengelola Barang dibantu Panitia Penaksir meneliti dan mengkaji usulan dar
pengguna barang sebagaimana dimaksud pada huruf c;

apabila usulan sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ memenuhi syarat, Pengelola
Barang mengajukan usulan dengan disertai hasil penelitan/kajian dan
permochonan sebagaimana dimaksud pada huruf d;

apabila usulan sebagaimana dimaksud pada hundf e disetujui, Bupatl menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan atas Penjualan Kendaraan Operasional
Dinas;

setelah ditetapkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f,
Pengelola Barang dengan dibantu Panitia Penaksir menentukan harga jual
kendaraan dinas;

berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada hyruf g, Pengelola
Barang menetapkan Keputusan tentang:

1. Harga Juai Kendaraan Operasicanal Dinas,

2. Persetujuan atas Pelaksanaan Penjuaian Kendaraan Operasional Dinas.
herdasarkan Keputusan Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada huruf h,
Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang Organisasi Perangkat Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang
melaksanakan penjualan kendaraan operasioanl dinas dengan menuangkannya
kedalam Surat Perjanjian Jual Beli Kendaraan Operasional Dinas;

apabila telah dilunasi kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli
sebagaimana dimaksud pada huruf |, kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan
ditetapkan dalam Peraturab Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah selaku
Pembantu Pengelola Barang melakukan serah terima kendaraan operasionai dinas
kepada Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan/Anggota DPRD sebagaimana
dimaksud huruf a dan menuangkanya ke dalam berita acara serah terima;
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k. berdasarkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf j,
selanjutnya dapat ddaksanakan penghapusan barang dari daftar barang milik
daerah.

Pasal T1

{1} Pembayaran kendaraan perorangan dinas dilakukan secara tunai paling lama 1 (satu)
bulan sejak Perjanjian Jual Beli ditandatangani.

{2) Pembayaran Kendaraan Operasional Dinas yang dibeli oleh:

a. pegawai Negeri Sipit dapat dilakukan secara tunai atau angsuran bulanan dengan
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung pedanjian jual beli
ditandatangani oleh para pihak, dengan angsuran pertama paling sedikit 5% (fima
persen) dari harga jual;

b. pimpinan/Anggota DPRD dilakukan secara tunai paling lama 1 (satu) bulan sejak
Perjanjian Jual Beli ditadatanggani,

c. selain Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan/Anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan hunsf b, dilakukan secara tunai paling lama 1 (satu) hari sejak

Perjanjian Jual Beli ditandatangani.
Pasal 72

(1) Dalam hal pembayaran dilakukan secara angsuran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71 ayat (2) huruf a dan belum lunas, maka:

a. kendaraan Dinas dimaksud masih tetap milik Pemenntah Kabupaten tidak boleh
dipindahtangankan;

b. pembeli berhak memakai kendaraan dinas untuk dipergunakan untuk kepentingan
dinas;

c. biaya pemeliharaan, perbaikan dan pajak kendaraan dinas dimaksud sepenuhnya
menjadi tanggung jawab Pembeli.

(2) Apabila pembeli tidak melakukan pembayaran angsuran sebayak 3 (tiga) kali berturut-
turut sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jual-Beli, Peranjian tersebut dapat
dibatalkan secara sepihak dengan menetapkan Keputusan Pengelolaan Barang

tentang Pembatalan Perjanjian Jual Beli.

(3) Berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka:
a. uang yang telah dibayarkan oleh pembeii telah menjadi milik Daerah;
b. pembeli berkewajiban mengembaiikan kendaraan dinas tersebut kepada Daerah
datam jangka wakiu paling lama 1 (satu} hari setelah Keputusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} diterima oleh pembeli.

(4) Apabila Pembeii tidak mengembalikan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b, Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang Crganisasi Perangkat Daerah sebagai Pembantu Kuasa
Barang menarik kembali kendaraan dinas tersebut dari pembeli.

(5) Dalam melakukan penarikan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
Kepala SKPD sebagaimana yang diatur dan ditetapkan daiam Peraturan Daerah
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3. belum pemah memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah Kabupaten dengan
jalan/cara apapun.

b. Pensiunan Pegawai Negen Sipil, dengan syarat . -
1. masih menerima pensiunan dari Pemerintah;
2. memiliki Surat |1zin Pemakaian Rumah yang sah; dan
3. belum pernah memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah Kabupaten dengan
jalanfcara apapun.

¢. Janda/ Duda Pegawai Negeri Sipil, dengan syarat : -
1. masih menerima tunjangan pension dari Pemerintah, adalah -
a. almarhum suamifistrinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10
(sepuiuh) tahun pada Pemerintah;atau
b. masa kerja almarhum suami/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak
yang bersangkutan menjadi janda/duda berjurniah sekurarig-kurangnya 10
{sepuluh) tahun.
2. memiliki Surat izin Pemakaian Rumah yang sah; dan ‘
3. almarhum suami/ isterinya atau janda/duda tersebut belum pernah
memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah Kabupaten dengan jalan/cara

apapun.

d. Janda / Duda Pahiawan, dengan syarat :
1. masth menerima tunjangan pensiun dari pemerintah;
2. mémitiki Surat 1zin Pemakaian Rumah yang sah; dan
3. almarhum suamifisterinya atau janda/duda tfersebut belum pernah
memperolelymembeli rumah dari Pemerintah Kabupaten dengan jalan/cara

apapun.

e. Bupati / Wakil Bupati, dengan syarat:
1. masih berhak menerima tunjangan pensiun dan Pemerintahan;
2. memiliki surat izin pemakaian Rumah yang sah;dan
3. belum pemah memperoleh/membeli rumah dari pemerintah kabupaten dengan

jalanfcara apapun.

f Janda /duda Bupati/Vakil Bupati, dengan syarat:
1. masih menerima tunjangan pensiun dari Pemerintah;
2. memiliki Surat {zin Pemakaian Rumah yang sah;dan
3. almarhum suamifisterinya atau janda/duda tersebut belum pernah
memperoleh/membeli rumah dari Pemerintah Kabupaten dengan jalan /cara

" apapun.

(2) Apabila penghuni rumah dinas daerah golongan |l sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) Meninggal dunia, maka pengajuan permohonan membeli dapat diajukan oleh anak
sah dari penghuni yang bersangkutan, dengan syarat,

a. memiliki Surat Izin Pemakaian Rumah yang sah atas nama bapak/ibunya;dan
b. almarhum bapakfibunya atau anak tersebut belum pemah memperoleh/membeli
rumah dari Pemerintah Kabupaten dengan jalan/cara apapun.
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Pasal 77

Dalam hal rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 berada di atas
tanah milik -pihak lain, maka calon pembeli harus terlebih dahuiu mendapatkan

persetujuan dari pemilik tanah.
: Pasal 78

(1) Harga jual tanah dan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 73,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuat hasil taksiran dari Tim Penilai.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penjualan tanahdan rumah dinas dzerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penjualan Barang Milik Daerah Lainnya
Pasal 79

Tata cara penjualan barang selain barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 62, pasal 64, dan pasal 73 adalah sebagai berikut:

a. Pengguna barang mengajukan usul penjuatan barang milik daerah kepada Pengelola
Barang disertai alasan /pertimbangan dan kelengkapan data;

b. Pengelola barang dibantu Panitia Penaksir meneliti dan mengkaji usul sebagaimana
dimaksud pada huruf a dengan dibantu Panitia Penaksir yang ditetapkan oleh
Pengelola Barang atas nama Bupati;

¢. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, Pengelola Barang
mengajukan usul penjualan barang milik daerah kepada Bupati dengan disertai
pertimbangan atas usulan dimaksud;

d. Apabila penjualan barang milik daerah tersebut tidak memeriukan persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3), Bupati menetapkan Keputusan
Bupati tentang Persetujuan Penjualan Barang Daerah;

e. Apabila penjualan barang miiik daerah tersebut memerlukan persetujuan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) hunuf b, maka dilaksanakan dengan

prosedur :

1. apabila Bupati menyetujui usul penjualan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud huruf ¢, Bupati mengajukan usul penjualan barang milik daerah kepada
DPRD; N

2. apabila DPRD menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, DPRD
menetapkan Keputusan DPRD tenfang Persetujuan Penjualan barang milik
daerah; _

3. berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala

Daerah menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penjualan Barang
Milik Daerah ;
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f Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e
angka 3, Pengelola Barang melaksanakan penjualan barang milik daerash secara
ielang sebagaimana dimaksud dalam Pasai 60 Ayat (2);

g. Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f dituangkan dalam
Perjanjian Jual Beli; '

h. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud pada huruf g ditakukan serah
terima barang milik daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST);

i Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf h,
ditakukan penghapusan barang dari daftar barang pengguna dan daftar barang milik
daerah.

Bagian Kedua
Tukar-Menukar

Pasal 80

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelengaraan pemerintahan;
b. untuk optimalisasi barang daerah; dan '
c. tidak tersedia dana dalam APBD.

(2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak:

a. pemerintah;

b, pemerintah Provinsi; ' .

c. pemerintah Kabupaten/Kota lain;

d. badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya,
& swasta.

Pasal 81

(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau
penataan kota;

(2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilaksanakan melalui proses persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 82

Tata cara tukar-menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
81 ayat (1) huruf a dan b, adalah sebagai berikut: '

a. Pengelola barang dibantu Panitia Penaksir mengajukan usul tukar-menukar tanah
dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dari aspek teknis,
ekonomis dan yuridis dan kelenggkapan data;

b. Dalam ha! tukar-menukar tanah dan/atau bagunan teresebut tidak memeriukan
persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan Bupati

s




Menyutujui usul tukar-menukar tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, Bupati menetapkan Keputusan tentang Persetujuan Tukar Menukar
Tanah danfatau Bangunan,

Dalam hal Tukar-menukar tanah dan/atau bangunan tersebut memerlukan persetujuan
DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, maka dilaksanakan

dengan prosedur:

1. apabila Kepala Daerah menyetujui tukar-menukar tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud huruf a, Bupati mengajukan usul tujar-menukar tanah
dan/atau bangunan kepada DPRD; .

2. apabila DPRD menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, DPRD
menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Tukar-menukar Tanah
dan/atau Bangunan;

3. berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati
menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah
dan/atau Bangunan;

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c
angka 3, Pengelola Barang melaksanakan tukar-menukar tanah dan/atau Bangunan;
Pelaksanaan tukar menukar tanah dan/atau bangunan selanjutnya dituangkan dalam
Perjanjian Tukar Menukar Tanah dan/atau Bangunan antara Pemerintah Daerah
dengan Pihak Ketiga, _ -

Setelah semua kewajiban pihak ketiga dipenuhi selanjutnya dilakukan serah terima
tanah dan/atau Bangunan beserta dokumen kepemilikan yang dituangkan dalam
Berita Acara Serah Terima (BAST);

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud .pfada huruf f,
dilakukan pehapusan tanah dan/atau Bangunan dari dafiar barang pengguna dan
daftar barang milik daerah. : _

Pasal 83

Tata cara tukar-menukar selain tanah dan/atau bangunan sebangaimana dimaksud dalam
pasal 81 ayat(1) huruf ¢c,adalah sebagai berikut:

a.

Pengguna barang mengajukan tukar-menukar selain tanah dan/atau bangunan kepada
Pengelola Barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan hasil
pengkaiian tim internat pengguna barang;

Pengelola barang peneliti dan mengkaji usul sebagaimana dimaksud pada huruf a dart
aspek teknis,ekonomis dan yuridis dengan dibantu panitia penafsir yang ditetapkan
dengan keputusan Pengelola Barang;

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b,Pengelola Barang
mengajukan usul tukar-menukar selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati
dengan disertai pertimbangan atas usul sebagaimana dimaksud;

Apabila tukar-menukar selain tanah dar/atau bangunan tersebut tidak memeriukan
persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat(3), Bupati
menetapkan Keputusan Kepala Daerah tentang Persetujuan Tukar-menukar selain
Tanah dan/atau Bangunan;

Apabila tukar-menukar selain tanah dan/atau bangunan tersebut memerukan
persetujuan DPRD sebagaiman dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, maka
dilaksanakan dengan prosedur :
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1. apabila Bupati menyetujui tukar-menukar selain tanah dan/atau bangunan
sebagaimana dimaksud huruf ¢, Bupati mengajukan usul tukar-menukar selain
tanah dan/atau bangunan kepada DPRD;

2. apabila DPRD menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1,DPRD
menetapkan Keputusan DPRD tentang persetujuan tukar-menukar seiain tanah
dan/atau bangunan, o i

3. berdasarkan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati
menetapkan Keputusan Bupati tentang ‘Persetujuan Tukar-menukar selain Tanah
dan/atau Bangunan.

f Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e
angka 3, pengguna barang melaksanakan tukar-menukar sefain tanah danfatau
bangunan yang dituangkan dalam Perjanjian Tukar-menukar selain Tanah dan
Bangunan antara Pemerintah Kabupaten dengan Pihak Ketiga;

g. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus
dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST),

h. Berdasarkan acara serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf g, dilakukan
penghapusan tanah dan/atau bangunan dari daftar barang pengguna dan daftar
barang milik daerah. -

Bagian Ketiga
Hibah
Pasal 84

(1) Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan sosial, keagamaan,
kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(2) Barang milik daerzh yang dapat dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memenuhi syarat sebagai berikut;
a. bukan merupakan barang rahasia Negara;
b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
c. tidak digunakan iagi dalam penyelenggaraan dan fungsi, serta penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Pasal 85

(1) Hibah barang milik daerah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh kepala satuan kerja
perangkat daerah kepada Bupati; '

b. tanah dan/atau bangunan banguan yang dari awal pengadaannya direncanakan
untuk dihibahkan sesuai yang tercantum dalam dekumen penganggararn;

c. selain tanah dan/atau bangunan yang teiah diserahkan oleh kepala satuan kerja
perangkat daerah kepada Bupati melalui pengelola barang;

d  selain tanab dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya di rencanakan
untuk dihibahkan sesuai yang tercantum daiam dokumen pengangaran.
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(2) Hibah barang miliik daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan
dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah
dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2).

(3) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimkasud pada ayat (1) huruf b yang telah
diserahkan kepada Pengelola Barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(4) Hibah barang mitik daerah sebagaimana dirhaksud pada ayat (1) huruf ¢ yang bemilai
diatas Rp. 5.000.000.000 (lima miliyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
setalah mendapat parsetujuan DPRD.

(5) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan
oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengeiofa.

Pasal 86

Tata cara hibah tanah dan/atau bangunan sebagaimana d:maksud daiam pasal 85 ayat
(1} huruf a, adalah sebagai berikut :

a. Pengelola barang mengajukan usul hibah kepada Bupati disertai penjelasan serta
kelengkapan data;

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul hibah sebagaimana dlmaksud pada huruf a dari
asfek teknis, ekonomis, dan yuridis dengan dibantu Panitia Penaksir yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati;

c. Apabila hibah tersebut tidak memeriukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam pasal 59 ayat (2), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan
Hibah Tanah dan/atau Bangunan;

d. Apabila hibah tersebut memeriukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 59 ayat (1) huruf a, maka, dilaksanakan dengan prosedur:

1. apabila Bupati menyetujui menyetujui hibah sebagaimana dimaksud huruf b,
Bupati mengajukan usul hibah kepada DPRD;

2. apabila DPRD menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, DPRD
menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Hibah Tanah dan/atau
Banggunan, 1

3. berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati
menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Tanah dan/atau
Banggunan.

e. Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dan huruf d
angka 3, Penggelola Barang melaksanakan hibah;

f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita
Cara Serahterima (BAST);

g. Berdasarkan Berita Acara Serah terima sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan
penghapusan tanah dan/atau bangunan dari daftar barang pengguna dan daftar
barang milik daerah.

Pasal 87

Tata cara hibah tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat
(1) huruf b adalah sebagai berikut :

-47-




C.

d.

e.

f.

Pengelola barang mengajukan usul hibah kepada Bupati disertai penjetasan serta
kelengkapan data;

Bupati meneliti dan mengkaji usul hibah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dari
aspek teknis, ekonomis, dan yuridis dengan dibantu Panitia Penaksir yang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati; _
Apabila Bupati menyetujui hibah sebagaimana dimaksud huruf b, Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah Tanah dan/atau Bangunan;

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, Pengelola
Barang melaksanakan hibah,

Pelaksanaan serahterima barang yang dihibahkan harus dituagkan dalam Berita acara
Serah Terima (BAST),

Berdasarkan Berita Acara Serahterima sebagaimana dimaksud pada huruf e,
dilakukan penghapusan tanah dan/atau bangunan dari daftar barang pengguna dan

daftar barang milik daerah.

Pasal 88

Tata cara hibah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud daiam pasat 85
ayat (1) huruf ¢, adalah sebagai berikut :

a.

b.

Pengguna barang mengajukan usul hibah kepada Pengeiola Barang. disertai alasan/
pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian tim intemal Pengguna Barang ;
Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul sebagaimana dimaksud pada huruf a
dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis dengan dibantu Panitia Penaksir yang
ditetapkan oleh Pengelola Barang atas nama Bupati.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada hurup b, Pengelola Barang

mengajukan unsur hibah kepada Bupati dengan disertai pertimbangan atas usul

sebagaimana dimaksud;

Apabila hibah tersebut tidak memeriukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud

dalam pasat 59 ayat (3), Kepala Daerah menetapkan keputusan Bupati tentang

Persetujuan Hibah selain Tanah dan/atau Bangunan;

Apabila hibah tersebut memeriukan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 59 ayat (1) huruf b, maka dilaksanakan dengan prosedur :

1. apabila Bupati menyetujui hibah sebagaimana dimaksud huruf ¢, Bupati
mengajukan usul hibah kepada DPRD);

2. apabila DPRD menystujui usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1, DPRD
menetapkan Keputusan DPRD tentang Persetujuan Hibah selain Tanah dan/atau
bangunan, .

3. berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 2, Bupati
Ménetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah selain Tanah dan/atau
Bangunan,

Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e

angka 3, Pengguna Barang melaksanakan hibah;

Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita

Acara Serah Terima (BAST), _

Berdasarkan Berita Acara serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf g

dilakukan penghapusan selain ianah dan/atau bangunan dari daftar barang pengguna

dan daftar barang milik daerah. - o
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Pasal 89

Tata cara hibah selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud datam pasal 85
ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut

a. Pengguna barang mengajukan usul hibah kepada pengelola Barang disertai
alasan/pertimbangan, kelengkapan data dap hasil pengkajian tim internal Pengguna
Barang;

b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji usul sebagaimana dimaksud pada huruf a
dari asfek teknis, ekonomis dan yuridis dengan dibantu Panitia Penaksir yang
ditetapkan oleh Pengelola Barang atas nama Bupati; -

c. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b, pengeiola barang
mengajukan usul hibah kepada Bupati dengan disertai pertimbangan atas usul
sebagaimana dimaksud;

d. Apabila Bupati menyetujui hibah sebagaimana dimaksud hurup c, Bupati menetapkan
Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hibah selain Tanah dan/atau Bangunan,

e. Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf d, Pengguna
Barang melaksanakan hibah;

f Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam Berita
Acara Serah Terima (BAST) '

g. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf f,
dilakukan penghapusan tanah dan/atau bangunan dari daftar barang pengguna dan
daftar barang milik daerah. )

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 90

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten atas barang milik daerah dilakukan dalam
rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinefja Badan Usaha Milik
Pemerintah/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau -badan - hukum lainnya yang
dimiliki Pemerintah/Pemerintah Provinsi/KabupaternvKota dan swasta.

(2) Penyertaan modai pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :
a. barang milik daerah dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran; atau
b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik
Pemerintah /Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota atau badan hukum lainnya yang
dimiliki pemerintah/ Pemerintah Provinsi/kabupaten/Kota dan swasta, baik yang
sudah ada maupun yang akan dibentuk.

(3) Setiap barang milik daerah yang akan disertakan sebagai modal pemerintah daerah
harus teriebidahulu diserahkan kepada Bupati melaiui Pengelola barang.

Pasal 91

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal' 90, harus
ditetapkan dalam Pggaturan Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
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Pasal 92

Tata cara penyertaan modal pemerintah kota atas barang milik daerah adalah sebagai

berikut : ' "

a. Pengelola barang mengajukan usul penyertaan modat pemerintah daerah kepada
Bupati disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data dan Rancangan Peraturan
Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten; '

b. Bupati meneliti dan mengkaji usul sebagai mana dimaksud pada humf_a berdasarkan
pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasat 90 ayat (1) dan ayat (2)
dengan dibantu Panitia Penaksir yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

¢. Apabila usul penyertaan modal pemerintah daerah sebgaimana dimaksud huruf a
disetujui, Bupati mengajukan permchonan persetujuan penyertaan modat Pemerintah
Kabupaten disertai Rancangan Peraturan Daerah -tentang Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah kepada DPRD; _

d. Apabila DPRD menyetujui permohonan sebagaimana” dimaksud hurup ¢, Bupati
menetapkan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah dan
Keputusan Bupati tentang barang milik daerah yang Disertakan Sebagai Penyertaan
Modai Pemerintah Daerah. '

e. Berdasarkan peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf d, Pengelota Barang menyerahkan Barang milik daerah yang dituangkan datam
Berita Acara Serah Terima (BAST),kecuati dalam hal pendirian Badan Usaha Milik
Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki daerah, penyerahannya dilakukan
setelah ditandatangani perjanjian mengenai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten
antara Pengelola Barang antara pihak-pihak yang ikut dalam pendirian badan usaha
dimaksud;

f Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada huruf e
dilakukan penghapusan barang dari daftar barang pengguna dan daftar barang milik
daerah. _

BAB Xl
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan

Pasal 93

(1) Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pencatatan barang milik daerah kedalam
Daftar Barang Kuasa Pengguna Barang (DBPKB) menurut penggoiongan dan
kodefikasi barang.

e

(2) Pengguna barang harus melakukan pencatatan barang milik daerah yang berada pada
Kuasa Pengguna Barang maupun barang mifik daerah yang berada dalam
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penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengguna Barang (DBPBi menurut
penggotongan dan kodefikasi barang. .

(3) Pengeloia Barang harus melakukan pencatatan barang milik daerah yang berada pada
Pengguna Barang maupun barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya
ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBD) menurut penggolongan barang dan
kodefikasi barang. . .

(4) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) dimuat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E dan F.

(5) Golongan dan kodefikasi Barang milik daerah berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang beraku.

Bagian Kedua
inventarisasi dan Sensus

Pasal 94

(1) Pembantu Pengelola Barang bersama-sama Pengguna Barang harus melakukan
inventarisasi barang milik daerah paling sedikit sekali dalam 5 (fima) tahun, kecuali
terhadap Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam
pengerjaan harus dilakukan setiap tahun.

(2) Pembantu Pengelola Barang menyampaikan laporan hasi inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Pengelola Barang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
setelah selesainya inventarisasi.

Pasal 95

(1) Pengelota Barang dan Pengguna Barang melaksanakan sensus barang milik daerah
setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun Buku inventans dan Buku Induk Inventaris
beserta rekapitulasi barang milik daerah.

(2) Pelaksanaan sensus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak beriaku untuk
barang persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan.

]

{3) Pengelola Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang miliki daerah.

(4) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

(3) Pengguna menyampaikan hasil sensus barang milik daerah kepada Pengelola Barang
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
(6) Pembantu pengelola Barang menghimpun hasil sensus barang milik daerah.
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Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 96

(1) Kuasa Pengguna Barang harus menyusun : .
a. laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) untuk disampaikan kepada
Pengguna Barang paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun berkenaan,
b. laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) untuk disampaikan kepada
Pengguna Barang paling lambat minggu pertama butan januari tahun berikutnya.

(2) Pengguna Barang harus menyusun :
a. laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) untuk disampaikan kepada
Pengelola Barang pating lambat minggu kedua bulan Juli tahun berkenaan,
b. laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) untuk disampaikan kepada Pengelola
Barang paling tambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

(3} Pengelolaan Barang harus menyusun : :
a. laporan Barang Milik Daerah Semesteran (LBDS) untuk disampaikan kepada
Bupati paling lambat akhir bulan Juli tahun berkenaan;
b. laporan Barang Milik Daerah Tahunan (LBDT) untuk disampaikan kepada Bupati
paling lambat akhir bulan Maret tahun berikutnya. -

Pasal 97

Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksud datam Pasal 96 ayat (3) huruf b,
digunakan sebagai bahan untuk menyusun Neraca Daerah. ;

Pasal 98
Untuk memudahkan pendaftaran, pencatatandan pelaporan barang milik daerah
sebagaimana dimaksud datam Pasal 93, Pasal 94, Pasai 95, dan Pasal 96 secara cepat
dan akurat perlu didukung dengan aplikasi Sistem informasi Manajemen Barang Milik
Daerah (SIMBADA).

Pasal 99

Tata cara pelaksanaan pembukuan dan Inventarisasi dan sensus barang milik daerah
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 100
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(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelotaan barang milik daerah
yang dilakukan cleh Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang,
dan Pengurus Barang.

(2) Dalam melzkukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat
mefimpahkan pelaksanaanya kepada Pengelola Barang.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 101

(1) Kuasa Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pemakaian
barang milik daerah yang berada dibawah pengguasaanya meliputi pemeliharaan dan
pengamanannya.

{2) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan,
pemanfaatan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah
yang berada dibawah penguasaannya. -

(3) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan penerfiban terhadap pengguna,
pemanfaatan, pemindahtanganan. Penata usahaan, pemeliharaan dan pengamanan
barang mifik daerah.

(4) Dalam rangka penertiban tehadap penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengelola Barang berwenang melakukan
investigasi sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

(5) Pengelola Barang/ Pengguna Barang dapat meminta .aparat pengawas fungsional
untuk melakukan sebagai tindaklanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

(6) Pengelola Barang/ Pengguna Barang menindakianjuti hasil audit sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beraku.

BAB XV
PEMBIAYAAN
Pasal 102

(1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang daerah, disediakan biaya oprasionai
yang dibebankan pada APBD. .

(2) Pejabat/ pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang
menghasilkan pendapatan dan penerimaan derah yang dapat diberikan insentif yang
besarmya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Penyimpan Barang dan Pengurus Barang dalam melaksanakan tugas rutinnya
diberikan tunjangan Khusus yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan
keuangan daerah.
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(4) Pemberian insentif dan tunjangan khusus sebhagaimana dimaksud pacfé ayat (2) dan
(3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVi
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 103

(1) Barang milik daerah yépg digunakan oleh Badan Pelayanan Umum Daerah
merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan
Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.

(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud padé ayat (1) mengikuti
ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, kecuali terhadap barang-barang
tertentu yang telah diatur tersendin dalam peraturan perundang-undangan yang
beriaku. i

BAB XVi
TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI
Pasal 104

(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian , penyalahgunaan/petanggaran hukum atas
pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

(2) Setiap pihak yang megakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
SENGKETA BARANG DAERAH
Pasal 105

(1) Penyelesaian terhadap barang milik daerah yang bersengketa, dilakukan terlebih
dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oleh kepala SKPD atau Pejabat yang
ditunjuk.

(2) Apabila penyelesaian sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai dapat
dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku.

(4) Biaya yang timbui dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.
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BAB XViil

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditindakianjuti dengan Keputusan Bupati.

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif 3 (tiga)
bulan terhitung sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini,

dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Empat Lawang.
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